
 

 

Jakarta, 28 Januari 1985 
Nomor : S-29/K/1985  
Lampiran : - 
Perihal : Penentuan Jumlah Kerugian Negara  
 
Kepada Yth. 
Para Kepala Kantor Perwakilan BPKP 
di - 
 SELURUH INDONESIA  
 
1. Berdasarkan informasi yang kami terima, ternyata masih terdapat keragu-raguan 

sementara pejabat BPKP untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Kejaksaan 
dalam rangka melaksanakan penyidikan kasus yang berindikasi tindak pidana 
korupsi. 

2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah kewajiban setiap orang untuk menjadi 
saksi, begitu pula dengan ahli (Penjelasan pasal 159 ayat 2 KUHAP). Dengan 
demikian pejabat BPKP wajib memberi keterangan sesuai dengan keahliannya. Di 
samping itu perlu kami tambahkan bahwa yang dimaksud dengan Saksi adalah orang 
yang dapat memberi keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan 
Peradilan tentang suatu Perkara Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 

3. Mengingat pada setiap pemeriksaan perkara korupsi diperlukan pendapat BPKP, 
sebagai saksi ahli khususnya dalam menentukan kerugian negara, maka terhadap 
perkara korupsi yang berasal dari LHP BPKP diberikan keterangan sesuai dengan 
data dalam LHP beserta data pendukungnya. Dalam hal perkara korupsi bukan 
berasal dari LHP BPKP, dapat ditentukan kerugian negara berdasarkan data yang 
diberikan/tersedia yang didukung oleh dokumen administrasi keuangan yang lengkap. 
Untuk menentukan kerugian negara yang secara tehnis perlu dikonsultasikan kepada 
Instansi tehnis yang berwenang, ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Instansi 
tehnis yang bersangkutan.  

 
 Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.  
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 
TTD 

Drs. G A N D H I 
N I P  060006034 

Tembusan Yth. :  
1. Bapak Jaksa Agung RI; 
2. Sdr. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa BPKP; 
3. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP.  
 
 


